
BUPATI KERINCI  

PRO VINSI JAMBI 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 

NOMOR S TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KERINCI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang 

lebih dinamis, tangkas dan profesional guna meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan 

pemerintah kepada publik diperlukan penyederhanaan 

birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level atau tingkatan; 

b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi pada 

perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta 

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu 

mengelompokkan kedua perangkat daerah tersebut bersama 

dengan perangkat daerah lainnya; 

c. bahwa Peraturan. Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 

5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan 

yang mengakibatkan banyaknya sistematika yang berubah 

sehingga dipandang perlu untuk dilakukan penyusunan 

kembali dalam Peraturan Daerah yang baru; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pembentukan. dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang 

Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam 

Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1643); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 

143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679). 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 5601); 



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 

2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

103); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI 

dan 

BUPATI KERINCI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN 

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. 



BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan. Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Kerinci. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kerinci. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci. 

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci. 

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci. 

9. Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD 

adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kerinci. 

10. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci. 

11. Inspektur adalah Inspektur kabupaten Kerinci. 

12. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kerinci. 

13. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Kerinci. 

14. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kerinci. 

15. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kabupaten Kerinci. 

16. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. 

17. Camat adalah Camat dalam vvilayah Kabupaten Kerinci. 

18. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau 

melaksanakan sebagian tugas Camat. 

19. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku Perangkat Kecamatan. 

20. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, dibentuk 

untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan 

teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya. 



BAB II 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan 

sebagai berikut: 

a. Sekretariat Daerah dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap 

pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif; 

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Tipe B mempunyai tugas 

menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung 

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kerinci serta menyediakan 

dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam 

melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan; 

c. Inspektorat dengan Tipe A mempunyai tugas membantu Bupati membina dan 

mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah; 

d. Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang 

diberikan kepada Kabupaten, terdiri dan: 

1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang pendidikan; 

2. Dinas Kesehatan dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang kesehatan; 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman; 

4. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan Tipe B 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan sub urusan 

Kebakaran; 

5. Dinas Sosial dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang sosial; 

6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan, dan Perlindungan Anak dengan Tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana, serta urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, 

dan Perlindungan Anak; 



7. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura dengan Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan 

tanaman pangan dan holtikultura; 

8. Dinas Perkebunan dan Peternakan dengan Tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perkebunan dan sub 

urusan peternakan; 

9. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang perikanan dan urusan pemerintahan bidang 

pangan; 

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi 

kependudukan dan pencatatan sipil; 

11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe B 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa; 

12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe 

C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan 

pelayanan terpadu satu pintu; 

13. Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dengan Tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah 

dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; 

14. Dinas Perindustrian. dan Perdagangan dengan Tipe B menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan 

bidang perdagangan; 

15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang 

kebudayaan; 

16. Dinas Pemuda dan Olahraga dengan Tipe C menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 

17. Dinas Perhubungan dengan Tipe C menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang perhubungan; 

18. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe B menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang lingkungan hidup; 

19. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe C menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan 

pemerintahan bidang persandian serta urusan pemerintahan bidang 

statistik; 



20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Tipe C menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan 

bidang kearsipan; 

e. Badan Daerah Kabupaten Kerinci mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah kabupaten, terdiri dan: 

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi 

penunjang penelitian dan pengembangan; 

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan. Pendapatan Daerah dengan Tipe A 

melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan; 

3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan 

dan pelatihan; 

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Tipe A melaksanakan fungsi 

penunjang urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan 

politik; dan 

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Tipe A melaksanakan 

fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana. 

f. Kecamatan, terdiri dan: 

1. Kecamatan Gunung Tujuh, dengan Tipe A; 

2. Kecamatan Kayu Aro, dengan Tipe A; 

3. Kecamatan Kayu Aro Barat, dengan Tipe A; 

4. Kecamatan Gunung Kerinci, dengan Tipe A; 

5. Kecamatan Siulak, dengan Tipe A; 

6. Kecamatan Siulak Mukai, dengan Tipe A; 

7. Kecamatan Air Hangat, dengan Tipe A; 

8. Kecamatan Air Hangat Timur, dengan tipe A; 

9. Kecamatan Air Hangat Barat, dengan Tipe A; 

10. Kecamatan Depat Tujuh, dengan Tipe A; 

11. Kecamatan Sitinjau Laut, dengan Tipe A; 

12. Kecamatan Danau Kerinci, dengan Tipe A; 

13. Kecamatan Keliling Danau, dengan Tipe A; 

14. Kecamatan Gunung Raya, dengan Tipe A; 

15. Kecamatan Bukit Kerman, dengan Tipe A; 



16. Kecamatan Batang Merangin, dengan Tipe A; 

17. Kecamatan Tanah Cogok, dengan Tipe A; 

18. Kecamatan Danau Kerinci Barat, dengan Tipe A. 

Pasal 3 

Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dibentuk Kelurahan 

dengan Peraturan. Daerah. 

Pasal 4 

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata 

kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan 

Bupati. 

Pasal 5 

Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, memperhatikan 

asas : 

a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; 

b. efisiensi; 

c. efektivitas; 

d. pembagian habis tugas; 

e. rentang kendali; 

f. tata kerja yang jelas; dan 

g.  fleksibilitas. 

BAB III 

PEMBENTUKAN UPTD 

Pasal 6 

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD 

(2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

Pasal 7 

(1) Selain unit pelaksana teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

terdapat unit pelaksana teknis Daerah di bidang pendidikan berupa satuan 

pendidikan Daerah. 



(2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 

satuan pendidikan formal dan non formal. 

Pasal 8 

Pada urusan pemerintahan bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis 

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat Rumah Sakit Daerah 

sebagai unit organisasi yang bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat 

sebagai unit organisasi fungsional yang memberikan layanan secara profesional. 

Pasal 9 

(1) Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8, Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan 

dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. 

(2) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit. 

(3) Direktur Rumah Sakit Daerah dalam pengelolaan keuangan dan barang milik 

daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang 

milik daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah. 

(5) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Rumah 

Sakit Daerah Kabupaten dan Pusat Kesehatan Masyarakat diatur dengan 

Peraturan Bupati. 

Pasal 10 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap 

melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang 

pembentukan UPT yang baru. 

BAB IV 

STAF AHLI 

Pasal 11 

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. 

(2) Staf ahli berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati dan secara 

administratif dikoordinasikan oleh sekretaris daerah. 

(3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 

3 (tiga) staf ahli. 



(4) Staf ahli bupati diangkat dan i pegawai negeri sipil yang memenuhi 

persyaratan. 

(5) Untuk membantu pelaksan.aan tugas dan fungsi staf ahli bupati, dapat 

dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan 

umum/ tata usaha. 

BAB V 

PENGISIAN JABATAN PERANGKAT DAERAH 

Pasal 12 

(1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi 

persayaratan kompetensi : 

a. teknis; 

b. manajerial; dan 

c. sosial kultural. 

(2) Pengisian perangkat daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 

a. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 

2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 

2021 Nomor 1); 

b. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Lembaga Lain Sebagai Bagian dan i Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2010 Nomor 10); 

c. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kerinci Tahun 2009 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan., Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 

Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 6); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlalcu. 

(2) Semua Peraturan Bupati tentang UPTD dinyatakan masih tetap berlaku, 

sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan 

Daerah ml. 



Pasal 14 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Kerinci. 

Ditetapkan di Siulak 

Pada tanggal 21- 0064c1" 2022 

ERINCI, 

ADIRQ-ZAL 

Diundangkan di Siulak 

pada tanggal 2-2-0V-4-aber 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI, 

ZAI AL EFENDI 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2022 NOMOR  5  

NOREG RANPERDA KABUPATEN KERINCI TENTANG PEMBENTUKAN DAN 

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH: ( - /2022). 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI 

NOMOR .5 TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH 

I. UMUM 

Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, pasca 

reformasi kerap mendapat sorotan dan kritik yang tajam baik karena struktur 

kelembagaan yang gemuk dan menyerap banyak pendanaan yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat (sistem birokrasi), maupun karena perilaku 

aparatur yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan 

masyarakat (perilaku birokrasi). Organisasi birokrasi yang terlampau gemuk 

tentu akan membuat pelayanan publik menjadi terhambat dikarenakan suatu 

pekerjaan dalam birokrasi akan lebih banyak melewati meja ke meja antara 

jabatan satu dan lainnya. Hal inilah yang membuat kehadiran organisasi 

perangkat daerah dipandang belum mampu memberikan dukungan maksimal 

terkait dengan pelaksanaan program otonomi daerah dan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan perangkat daerah 

yang lebih dinamis, tangkas dan profesional guna meningkatkan efektifitas 

dan efisiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik 

diperlukan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level atau 

tingkatan. 

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato 

pelantikan Sidang Paripurna MPR tanggal 20 Oktober 2019, perlunya 

dilakukan penyederhanaan birokrasi pada level kementerian/lembaga dan 

pemerintah daerah menjadi hanya 2 (dua) level dan 

menggantikan/mengalihkan jabatan tersebut kepada jabatan fungsional yang 

berbasis keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Jabatan 

administrasi yang terdiri atas jabatan administrator (eselon III), Jabatan 

pengawas (eselon IV) merupakan jabatan yang terdampak akibat adanya 

penyederhanaan birokrasi, dimana nantinya akan dialihkan ke dalam jabatan 

fungsional yang sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya 

dengan memperhatikan jenjang jabatan , kelas jabatan dan penghasilan 

pejabat fungsional yang bersangkutan. 



Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, penyederhanaan birokrasi ini 

tentunya harus ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan terhadap 

peraturan kepala daerah (peraturan bupati) yang mengatur mengenai 

susunan organisasi dan tata kerja masing-masing perangkat daerah. Khusus 

pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesbangpol) serta Badan. 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ketentuan mengenai susunan 

organisasi dan tata kerja kedua lembaga diatur dalam peraturan daerah 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah tersebut, yakni 

Perda No 6 Tahun 2013 untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Perda 

Nomor 11 Tahun 2009 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dalam 

rangka penyederhanaan birokrasi pada perangkat daerah Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik serta pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka 

perlu mengelompokkan kedua perangkat daerah tersebut bersama dengan 

perangkat daerah lainnya, 

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah mengalami beberapa kali 

perubahan. Perubahan Pertama yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2019 yakni terkait dengan adanya perubahan tipe beberapa perangkat 

daerah. Perubahan kedua yaitu melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2020, yakni terkait dengan adanya pembentukan 2 (dua) kecamatan baru. 

Terakhir, yaitu perubahan ketiga, melalui Peraturan. Daerah Nomor 1 Tahun 

2021, yakni terkait dengan mempertegas status kedudukan dan i Rumah Sakit 

Umum Daerah serta Pembentukan perangkat Daerah yang melaksanakan 

urusan komunikasi dan informatika serta perangkat Daerah yang 

melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan. Oleh karena telah sering 

mengalami perubahan, dimana sistematika telah banyak berubah sehingga 

dipandang perlu untuk dilakukan penyusunan kembali dalam Peraturan 

Daerah yang baru. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Cukup Jelas 



Pasal 5 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan 

potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat 

Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan 

suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk 

mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan asas "efisiensi" adalah pembentukan Perangkat 

Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang 

paling tinggi yang dapat diperoleh. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan asas "efektivitas" adalah pembentukan 

Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan 

berdaya guna. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah 

pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi 

penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak 

terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dan i satu 

Perangkat Daerah. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan asas "rentang kendali" adalah penentuan 

jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat 

Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja 

bawahan. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat 

Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, baik vertikal maupun 

horizontal. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan asas "fieksibilitas" adalah penentuan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat 

Daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang 

diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah 

Peraturan Daerah ini ditetapkan. 



Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

Pasal 8 

Cukup Jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup Jelas 

Pasal 11 

Cukup Jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup Jelas 

Pasal 14 

Cukup Jelas 
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